nﬁunmnm
KEUANGAN
DAERAH

1 Tas sri fﬂﬂ!l. f

g I| r:y-lﬂn -



AKURTANSI
KEUANGAN
DAERAH

.‘._L_ .._.l_-_ ..._‘._

Akuntansi Keuangan Daerah terutama berkaitan dengan identifikasi,
pencatatan, hingga pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah
(kabupaten, kota, atau wilayah provinsi). Hasil dari akuntansi ini bertujuan untuk
pengambilan keputusan oleh pihak pengguna. Pendekatan berbasis akrual adalah
suatu basis akuntansi yang mengakui pendapatan meski belum ada penerimaan
kas dalam rekening fiskal umum pemerintah/daerah; dan biaya diakui pada saat
kewajiban timbul yang menyebabkan penurunan aset bersih terpenuhi meski tidak
ada kas yang ditarik dari rekening bendahara.
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BAB
TINJAUAN

AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH

Dr. Yadi Arodhiskara, M.AKk.
Universitas Muhammadiyah Parepare

A.Reformasi Akuntansi Pemerintah

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang
salah satunya dibuktikan dengan keinginan masyarakat umum
untuk mewujudkan peningkatan akuntabilitas publik yang
transparan dan akuntabel. Berkembangnya Akuntansi Sektor
Publik di Indonesia maka hal yang paling utama dilakukan
oleh pemerintahan, yaitu mewujudkan pertanggungjawaban
terhadap masyarakat umum dan publik. Pemerintah pusat
maupun daerah harus mampu mempertanggungjawabkan dan
transparan terhadap penggunaan anggaran yang dilakukannya.
Pemerintah daerah merupakan instansi sektor publik yang
harus menyampaikan laporan keuangan secara transparan dan
akuntabel (Indrayani & Widiastuti, 2020).

Inovasi dalam sistem  akuntansi sektor publik di
berbagai negara sangat tinggi, tidak terkecuali Indonesia. Hal
ini terjadi pasca reformasi 1998, tingginya tuntutan bagi entitas
sektor publik, khususnya pada pemerintahan pusat dan daerah
dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan
yang bersih, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan
keuangan. Pemerintahan yang bersih akan melahirkan suatu
sistem tata kelola keuangan yang baik dan benar, proses yang
dapat dipertanggungjawabkan akan mendorong tingkat
legitimasi yang tinggi bagi pemerintahan tersebut dalam
menjalankan program pembangunannya.



Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang
digunakan sebagai standar acuan dalam pelaksanaan sistem
akuntansi pada pemerintah pusat dan daerah, maka dapat
dijabarkan fungsi SAP sebagai berikut:

1. SAP dapat berfungsi menyediakan informasi yang akurat
dan tepat waktu mengenai anggaran dan kegiatan keuangan
K/L/PD, yang berguna sebagai dasar pengukuran kinerja,
untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran
dan untuk tujuan akuntabilitas.

2. Sistem akuntansi pemerintah dapat berfungsi menyediakan
informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan,
pengelolaan, dan pengendalian kegiatan keuangan K/L/PD
secara efisien.

3. SAP dapat berfungsi untuk menyediakan informasi
terpercaya tentang posisi keuangan K/L/PD secara
keseluruhan.

4. Sistem akuntansi pemerintah dapat berfungsi menjaga aset
K/L/PD melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan
keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan
praktek akuntansi umum.

D.Referensi
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BAB
PRINSIP AKUNTANSI

DAN PELAPORAN
KEUANGAN

Irna Triannur Lubis, S.E., M.Si.
Universitas Battuta

A.Basis Akuntansi Pemerintahan

Prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), digunakan
dalam rekening tahunan pemerintah dalam bentuk pelaporan
aktivitas, akumulasi kewajiban, pendapatan, pengeluaran, aset,
kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-
undangan mensyaratkan bahwa prinsip akuntansi harus
disajikan secara tunai bersama-sama dengan laporan tahunan,
laporan kegiatan kegiatan didasarkan pada indikator
pendapatan yang dicatat pada saat hak atas pendapatan
muncul diselesaikan, bahkan jika uang tunai belum diterima di
rekening kas umum pemerintah/daerah atau pelapor.

Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa
penyusunan rekening tahunan pemerintah didasarkan pada
perhitungan pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan
ekuitas akrual. Akrual adalah “pencocokan pendapatan dan
biaya pada periode di mana mereka dibuat”. Jika peraturan
perundang-undangan mensyaratkan laporan keuangan
disajikan  berdasarkan kas, entitas (ekonomi) harus
menyajikannya sesuai dengan itu.

Basis akrual laporan kegiatan berarti bahwa pendapatan
diakui pada saat hak untuk menerima pendapatan terpenuhi,
meskipun tidak ada uang yang diterima dalam rekening fiskal
umum pemerintah/daerah atau pelapor, dan biaya diakui pada
saat kewajiban timbul yang menyebabkan penurunan aset
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tersebut dapat mencakup kehati-hatian untuk tidak melebih-

lebihkan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan.

Penyajian Informasi. Penyajian informasi untuk tujuan

akuntabilitas ini antara lain dilakukan dengan:

1.

Memberikan informasi tentang keadaan sumber keuangan,
kewajiban, dan modal negara.

Memberikan informasi tentang perubahan posisi sumber
daya keuangan, kewajiban dan ekuitas pemerintah.
Memberikan informasi tentang sumber, alokasi dan
penggunaan dana.

Memberikan informasi tentang pelaksanaan anggaran.
Memberikan informasi tentang bagaimana entitas pelapor
membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan keuangan.
Memberikan informasi tentang kemampuan pemerintah
dalam membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
Memberikan informasi yang berguna untuk menilai
kemampuan entitas pelapor untuk membiayai operasinya.
Kepala unit, dan entitas akuntansi dan pelaporan,
bertanggung jawab atas penyusunan dan penyampaian
laporan keuangan.

Komponen laporan keuangan pemerintah terdiri atas:

Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih (LPSAL); Neraca; Laporan Operasional (LO);
Laporan Arus Kas (LAK); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

D.Referensi

Mentu, E., Sondakh, J. J. (2016). Penyajian Laporan Keuangan

Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010
Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas
Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut. Jurnal
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Sariana Damis, S.Ak., M.Ak.
Universitas Muhammadiyah Parepare

Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi
yang dimiliki oleh suatu entitas berupa informasi keuangan.
Informasi yang seharusnya disajikan dalam pelaporan
keuangan pemerintah daerah hendaknya sesuai dengan yang
dibutuhkan oleh stakeholder (Defitri, 2014).

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan
informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh
transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama
satu periode pelaporan. Setiap entitas pelaporan mempunyai
kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah
dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan
secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan
untuk kepentingan: Akuntabilitas; Manajemen; Transparansi;
Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity); dan
Evaluasi Kinerja (Imam, 2017).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur
mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang
dilakukan oleh entitas pelaporan (PP No. 71, 2010) dan
karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-
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Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa
bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan
tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan
Pemeriksa Keuangan.

Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP
melalui proses baku penyusunan (due process). Proses baku
penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban
profesional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam
Lampiran III.

Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual
Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar
penyusunan dan pengembangan Standar  Akuntansi
Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan,
pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari
pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (Saginah,
Hirmantono, & Nataliawati, 2020).
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A. Definisi dan Klasifikasi Pendapatan Pemda

Definisi pendapatan menurut SAP adalah semua
penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah
ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak
pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah daerah (Rosmeri Elsye, 2016). Meskipun sama-sama
menggunakan istilah pendapatan, namun pendapatan-LRA
dan pendapatan-LO memiliki definisi, pengakuan, dan
pengukuran yang berbeda. Menurut Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 dalam PP 71 Tahun
2010, pendapatan-LRA  didefinisikan = sebagai semua
penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah,
dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sementara
menurut PSAP 01, pendapatan-LO adalah hak pemerintah
pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu
dibayar kembeali. (Dwi Ratmono, 2017).

Adapun Akuntansi Pendapatan Satker (M. Ramli Faud,
2015):

1. Transaksi pendapatan di Satker dicatat oleh Petugas
Penatausahaan Keuangan Satker (PPK-Satker). Transaksi ini
dicatat harian pada saat kas diterima oleh bendahara
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Tanggal I\II;:E,:): Rell<<:f1§ng Uraian Debet Kredit
10/5/15 SKPDKB 1.1.3.01.06 Piutang 1.700.000
pajak hotel
8.1.1.06.01 Pendapatan 1.700.000
pajak hotel-
LO

d. Pencatatan-Pajak Lebih Bayar

Contoh: Tanggal 10 Mei 2015, dilakukan pemeriksaan
atas pajak hotel yang dibayarkan oleh Hotel Mekar dan
ditemukan adanya pajak lebih bayar sebesar
Rp.1.700.000,-. Jurnal-LO yang diperlukan:

Nomor Kode . .
Tanggal Bukti  Rekening Uraian Debet Kredit

10/5/15 SKPDKB 8.1.1.06.01 Pendapatan 1.700.000
pajak  hotel-
2.1.6.01.01 LO 1.700.000
Utang
kelebihan
pembayaran
pajak
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Definisi dan Klasifikasi Belanja dan Beban
PEMDA

Beban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 disebutkan dalam Laporan Operasional (LO) dan disajikan
dengan prinsip akrual serta melengkapi siklus akuntansi
berbasis akrual (full accrual accounting cycle). Secara umum
beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang
berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Laporan Realisasi Anggaran dalam  Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebut belanja untuk
semua pengeluaran dilakukan oleh Bendahara Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo
Anggaran Lebih dalam periode berjalan dan tidak akan
diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah serta belanja
dalam LRA menggunakan anggaran berbasis kas.

Perbedaan antara beban dan belanja dalam akuntansi
pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut:

No Beban Belanja

1 Diukur dan diakui dengan Diukur dan diakui dengan basis
" basis akuntansi akrual akuntansi akrual

o, ~ unsur pembentuk Laporan  unsur pembentuk Laporan Realisasi

Operasional (LO) Anggaran (LRA)
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langsung dikonsumsi secara langsung. Maka jurnal LO

sebagai berikut:
Tanggal No. Uraian Debit Kredit
Rek
27/6/20 | 1.xxx | Persediaan ATK 4.000.000
2.xxX Utang belanja 4.000.000
ATK

Pada tanggal 20 Juli 2020 bendahara pengeluaran
SKPD melakukan pembayaran dengan mekanisme LS dan
pembayaran tersebut telah diterima oleh rekanan. Maka
Jurnal LO sebagai berikut:

Tanggal | No. Rek Uraian Debit Kredit
20/7/20 | 2.xxx | Utangbelanja ATK | 4.000.000
3.xxx RK PPK 4.000.000
Jurnal LRA
Tanggal | No. Rek Uraian Debit Kredit
5xxx | Belanja ATK 4.000.000
20/7/20 0.xxx Perubahan SAL 4.000.000

Jurnal Resiprokal SKPKD

Tanggal | No. Rek Uraian Debit Kredit
1.xxx | RKSKPD 4.000.000
20/7/20 1.xxx Kas di Kasda 4.000.000

Jika pada tanggal 30 Desember 2020 PPK SKPD
melakukan perhitungan fisik (Stock Opname) terhadap
persediaan ATK dan berdasarkan hasil stock opname didapati
persediaan ATK sebesar Rp1.000.000,-. Maka jurnal
penyesuaian LO- yaitu:

Tanggal | No. Rek Uraian Debit Kredit
8.xxx Beban ATK 3.000.000
31/12/20 1.xxx Persediaan ATK 3.000.000
D.Referensi
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A.Definisi dan Klasifikasi Pembiayaan Pemerintah
Daerah

Akuntansi dari sisi fungsi merupakan aktivitas jasa yang
bertujuan untuk memberikan informasi kuantitatif mengenai
data-data keuangan yang berguna bagi proses pengambilan
keputusan. Sedangkan dari sisi prosesnya, akuntansi adalah
seni mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan transaksi-
transaksi yang sebagiannya bersifat keuangan dengan cara
menginterpretasikan hasil-hasilnya (Erlina et al., 2020). Secara
umum akuntansi dibedakan menjadi akuntansi sektor
swasta/komersial dan akuntansi sektor publik. Akuntansi
pemerintahan daerah atau disebut juga akuntansi keuangan
daerah adalah bagian dari akuntansi sektor publik yang
difungsikan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas
ekonomi di lingkungan pemerintahan daerah (Bastian, 2010).

Keberadaan akuntansi pemerintah daerah sejalan dengan
semangat otonomi daerah yang harus mengelola keuangan
daerah secara terpisah dari pemerintahan pusat dan sekaligus
harus melaporkan hasilnya kepada publik secara transparan.
Oleh sebab itu dibutuhkan standarisasi dalam pelaksanaannya
agar seragam dapat digunakan di seluruh pemerintahan daerah
(Reza, 2022; Ismatullah, 2010). Pada akuntansi pemerintah
daerah, jenis transaksi dapat dirinci menurut struktur
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun
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Laporan Realisasi Anggran
SAL
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Universitas Winaya Mukti Bandung

Definisi dan Klasifikasi Persediaan PEMDA

Definisi persediaan dalam akuntansi pemerintahan
dipengaruhi oleh karakteristik dari organisasi pemerintahan.
Karakteristik pemerintahan memang hampir sama dengan
organisasi pada sektor publik lainnya namun berbeda dengan
perusahaan yang mengelola sumber daya ekonominya dengan
tujuan untuk mencari laba. Apabila diklasifikasikan secara
spesifik, tujuan utama dari entitas pemerintahan adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan.
Sumber pendanaan organisasi sektor publik bukan bersumber
dari laba operasi, tetapi melalui cara yang berbeda yaitu selain
berasal dari sumber pendapatan daerah dapat pula berupa
sumbangan atau donasi yang bersifat sukarela. Pada suatu
entitas pemerintahan, cara seperti ini direalisasikan melalui

penerimaan pajak atau retribusi.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka
persediaan dalam akuntansi pemerintahan mempunyai definisi
dan cakupan yang agak berbeda. Hal ini dijelaskan dalam
aturan yang mengatur tentang akuntansi pemerintahan yaitu
dapat dijelaskan pada Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan (PSAP) 5 tentang akuntansi persediaan.

Pemerintah pun mengatur bagaimana pengelolaan dan
pencatatannya dalam suatu Peraturan Pemerintah. Definisi
Persediaan (Menurut Peraturan Pemerintah RI No 71 Th. 2010)



Berdasarkan perhitungan tersebut lalu

sebagaimana table berikut:

dibuat jurnal

Tanggal

Uraian

Debet

Kredit

1 Des

Persediaan Bahan
Obat-obatan

30.000.000

Kas

30.000.000

Belanja Persediaan
Obat-obatan

30.000.000

Perubahan SAL

30.000.000

3 Des

Persediaan Bahan
Obat-obatan

35.000.000

Kas

35.000.000

Belanja Persediaan
Obat-obatan

35.000.000

Perubahan SAL

35.000.000

18 Des

Beban Persediaan
bahan obat-obatan

24.0000.000 *)

Persediaan  Bahan
Obat-obatan

24.0000.000

Belanja Persedian
bahan Obat-obatan

24.000.000

Perubahan SAL

24.000.000

25 Des

Beban Persediaan
bahan obat-obatan

27.000.000%*)

Persediaan Bahan
Obat-obatan

27.000.000

Belanja Persedian
bahan Obat-obatan

27.000.000

Perubahan SAL

27.000.000

31 Des

Tidak ada Jurnal

Selanjutnya dilakukan pengungkapan

sebagai berikut:

pada CALK

1. Metode pencatataan yang digunakan adalah metode FIFO

perpetual.

2. Persediaan terdiri dari 40 dus persediaan obat-obatan

berupa perban.
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Definisi dan Klasifikasi Investasi PEMDA

Guna  mengoptimalkan  pengelolaan  keuangan
pemerintah daerah dapat melakukan investasi. Investasi adalah
aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi
seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial,
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat (Peraturan Menteri
Keuangan No. 223/PMK.05/2016). Pada prinsipnya akuntansi
investasi pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
adalah sama. Dalam pengelolaan keuangan pemerintah,
investasi bukan merupakan prioritas utama. Apabila terdapat
surplus anggaran pemerintah daerah dapat berinvestasi untuk
memperoleh pendapatan dalam rangka manajemen Kas.
Beberapa istilah yang digunakan dalam Akuntansi Investasi
antara lain:

1. Biaya investasi, merupakan biaya yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah selaku investor untuk memperoleh suatu
investasi diantaranya: biaya untuk memenuhi aspek hukum,
biaya perantara, biaya bank, dan biaya lainnya dari
pasar modal.

2. Nilai investasi, merupakan perhitungan investasi yang
disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas
ekuitas dari entitas penerima investasi sejak perolehan
awal investasi.



Tgl Uraian Debet Kredit

05Jan | Kas di Kas Daerah 10.750
20X5 Investasi Jk Panjang 10.000
Surplus Investasi 750

Perubahan SAL 10.000
Penerimaan 10.000

Pembiayaan-hasil
penjualan investasi

Akun-akun dalam ilustrasi jurnal tersebut untuk
memberikan gambaran umum akuntansi investasi di
pemerintah daerah, adapun penggunaan nama akun dapat
berbeda penyesuaikan perubahan regulasi terkait dengan
sistem akuntansi pemerintah daerah dan Bagan Akun Standar
(BAS).
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A. Definisi dan Klasifikasi Aset Tetap PEMDA

Pengakuan atau pencatatan, klasifikasi, pengukuran atau
penilaian, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap telah
menjadi fokus utama akuntansi karena terdapat nilai signifikan
dan kompleksitas tinggi dalam aset tetap. Hal ini bertujuan
untuk pelaksanaan kewajiban penyusunan Laporan Posisi
Keuangan (Neraca) sebagai bagian dari laporan keuangan
pemerintah.

Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi aset
tetap yang lebih lengkap dalam rangka pengambilan keputusan
dibandingkan berbasis kas. Pengaturan terkait pengakuan,
pengukuran, dan pengungkapan aset tetap Pemerintah
disajikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.
07 (PSAP 07) Tentang Akuntansi Aset Tetap pada lampiran 1.08
PP No. 07 Tahun 2010 dan Buletin Teknis No. 15 Tentang
Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual (Nurtetty Lamria
Siringoringo).

Menurut PSAP 07 (PP 71 Tahun 2010) Aset tetap adalah
aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12
bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kriteria lain yang harus
dimiliki oleh suatu aset tetap adalah biaya perolehan aset dapat
diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam
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BAB
AKUNTANSI
KONSTRUKSI

I I DALAM PENGERJAAN

Dr. Rukun Santoso, S.E., M.M., M.Si.
Universitas Islam Jakarta

A. Definisi dan Kontrak Konstruksi dalam Pengerjaan

Pernyataan standar konstruksi dalam pengerjaan
bertujuan untuk menyeimbangkan perlakuan akuntansi untuk
konstruksi yang belum selesai sesuai dengan metode biaya
perolehan. Sementara, tujuan akuntansi konstruksi dalam
pengerjaan adalah untuk: (1) memberikan informasi yang
akurat dan tepat waktu tentang konstruksi dalam pengerjaan;
(2) melindungi transaksi konstruksi dalam pengerjaan melalui
pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan
yang konsisten; dan (3) mendukung implementasi akuntansi
konstruksi yang menciptakan informasi konstruksi dalam
pengerjaan yang akuntabel dan sebagai dasar pengambilan
keputusan (Manalu & Novita, 2022).

Entitas akuntansi yang melangsungkan sebuah
pembangunan aset tetap (properti, pabrik) untuk kegiatan
pemerintahan, kota, atau kepentingan masyarakat dalam
jangka waktu tertentu, harus mempraktikkan standar
konstruksi dalam pengerjaan; baik pembangunannya
dilakukan secara mandiri atau melalui pihak ketiga.
Pelaksanaan dalam hal kegiatan konstruksi tersebut biasanya
bersifat jangka panjang, sehingga tanggal mulai dan
berakhirnya kegiatan ini biasanya jatuh pada periode akuntansi
yang berbeda (Suwandi, 2022).
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Ilustrasi 4: Tanggal 31 Mei 2021, dinyatakan
pembangunan gedung telah selesai.

Jurnal operasional:

Uraian Debet Kredit
Gedung 530.000.000 -
Uang Muka Pembangunan Gedung - 130.000.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan-Gedung - 400.000.000

Jurnal realisasi anggaran:

Uraian Debet Kredit
Belanja Modal- Gedung 530.000.000 -
Uang Muka Pembangunan Gedung - 130.000.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan-Gedung - 400.000.000
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BAB AKUNTANSI
DANA
1 2 CADANGAN

Yasri Tarawiru, S.E., M.Ak., Ak., CA., CTA., ACPA.
Universitas Muhammadiyah Parepare

A.Definisi dan Klasifikasi Dana Cadangan PEMDA

Pada bagian ini akan dibahas mengenai Akuntansi Dana
Cadangan. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan
untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif
besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan
perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan
pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus
ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya
mencakup:

1. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

2. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana
cadangan;

3. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan
dalam bentuk rekening tersendiri;

4. sumber dana cadangan; dan

5. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Oleh karena itu, setelah mempelajari materi ini, kita
diharapkan mampu memahami Akuntansi Dana Cadangan.
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Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening

BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013).

Jurnal LO dan Neraca

Kode

Tanggal No. Bukti ; Uraian Debit Kredit
Rekening
01-Feb-15 SP2D-LS 1.4.1.01.01 Dana 2.000.000.000
04/1/11/2015 Cadangan
- Pilkada
1.1.1.01.01 Kas di 2.000.000.000
Kas
Daerah
Jurnal LRA
Tanggal l\ll;:lr::)ir Rell(:;iieng Uraian Debit Kredit
01-Feb-15 SP2D-LS 7.21.01.01 | Pengeluaran 2.000.000.000
04/1/11/2 Pembiayaan -
015 Pembentukan Dana
Cadangan Pilkada
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2.000.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening

anggarn (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006).

Jurnal LRA
Nomor Kode . 9 .
Tanggal Bukti REL Uraian Debit Kredit
01-Feb-15 SP2D-LS 6.2.1.01.XX Pengeluaran 2.000.000.000
04/1/11/2 Pembiayaan -
015 Pembentukan
Dana  Cadangan
Pilkada
0.0.0.00.00 Perunahan SAL 2.000.000.000
D.Referensi
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BAB
AKUNTANSI

1 3 KEWAJIBAN

Nuramalia Hasanah, S.E., M.Ak.
Universitas Negeri Jakarta

A. Definisi dan Klasifikasi Kewajiban PEMDA

Standar akuntansi pemerintah atas kewajiban mengatur
pengertian, pengakuan,penilaian dan pengungkapan aset
pemerintah. Standar akuntansi pemerintah mendefinisikan
kewajiban sebagai berikut: “kewajiban adalah utang yang
timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah” (PSAP No. 08 Akuntansi Kewajiban).

Berdasarkan definisi tersebut kewajiban pemerintah
merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu dalam
bentuk penarikan pinjaman, perolehan hasil obligasi, atau
perolehan barang/jasa dari pihak lain yang belum dibayar
sehingga menimbulkan tagihan. Utang yang timbul tersebut
harus dilunasi pemerintah dengan mengeluarkan sumber
dayanya untuk pembayaran/ pelunasan utang tersebut.

Kewajiban atau utang adalah sesuatu yang memberikan
beban kewajiban bagi pemilik di masa depan di mana
pembayarannya dilakukan dengan mengorbankan asset.
Kewajiban juga dapat didefinisikan sebagai utang yang timbul
dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan
aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Tiga
karakteristik utama kewajiban atau utang adalah:

130



selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak
melebihi nilai tercatat utang.
Sebagai contoh, pemerintah mengganti utang lama

sebesar Rp.50 miliar dengan utang baru senilai yang sama.
Pencatatan tersebut adalah sebagai berikut:

Utang jangka panjang luar negeri 20.000.000.000
Dana yang harus disediakan 20.000.000.000

Untuk pembayaran utang jangka panjang
Dana yang harus disediakan 20.000.000.000
Untuk pembayaran Utang jangka panjang luar negeri ~ 20.000.000.000

Transaksi diatas juga berpengaruh terhadap
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan seperti
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pada umumnya.
Demikian juga penerimaan dan pengeluaran uang tunai
oleh pengelola keuangan.

D.Referensi
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Salemba Empat.
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PENYUSUNAN

LAPORAN KEUANGAN
I 4 PEMERINTAH DAERAH

Nurwani, S.E., M.Ak., Ak., CA.
Universitas Muhammadiyah Parepare

A.Pentingnya Penyusunan dan Penyajian Laporan
Keuangan PEMDA

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur
dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.
Catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu
periode  akuntansi yang dapat digunakan  untuk
menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Begitu juga
dalam lingkup keuangan pemerintahan yang wajib menyajikan
laporan keuangan atas dana yang didapatnya.

Tujuan pernyataan dalam PSAK (Pernyataan Standar
Akuntansi) No. 1 adalah menetapkan dasar-dasar bagi
penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general
purpose financial statements) yang selanjutnya disebut
“Laporan Keuangan” agar dapat dibandingkan, baik dengan
laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan
laporan keuangan perusahaan lain.

Laporan keuangan dalam lingkup pemerintahan diatur
jelas berdasarkan aturan atau ketentuan hukum. Prinsip
penyajian laporan keuangan pemerintahan sama dengan
prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan akuntansi, yang
membedakan adalah komponen dan struktur laporan
keuangannya.
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dengan transaksi transitoris disini adalah transaksi yang
dilakukan Pemdateta piuangnya bukan hak Pemda,
melainkan hak pihak ketiga, sehingga Pemda disini sifatnya
hanya perantara. = Contoh transaksi transitoris adalah
pemotongan pajak yang dilakukan Pemda, seperti
pemotongan pajak, IWP, Taperum, dan lainnya yang
serupa.

9. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara
sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, dan Laporan Arus Kas harus memiliki referensi
silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.
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ANALISIS LAPORAN
KEUANGAN
I 5 PEMERINTAH DAERAH

Dr. Arham, S.E., M.AKk.
Universitas Muhammadiyah Parepare

A.Definisi dan Tujuan Analisis Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat
dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat
untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis laporan
keuangan merupakan analisis mengenai kondisi keuangan
pemerintah daerah yang melibatkan beberapa sector rekening
laporan keuangan.

Analisis laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos
laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan
melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang
mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara
data kuantitatif maupun non-kuantitatif dengan tujuan untuk
mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting
dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat
disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah
menguraikan pos-pos laporan keuangan yang untuk
mendapatkan informasi kondisi keuangan pemerintah daerah
dari beberapa sektor rekening laporan keuangan.

Tujuan analisis laporan keuangan pemerintah daerah ini
adalah untuk mengetahui: (1) Kondisi keuangan pemerintah
daerah serta perubahan-perubahannya; (2) Kemampuan
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5. Belanja Modal

Permasalahan penyajian belanja modal terjadi pada 22

pemerintah daerah antara lain:

a.

Kelebihan pembayaran belanja modal yang terjadi
karena kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian
spesifikasi pekerjaan, pekerjaan tidak dilaksanakan,
pembayaran melebihi prestasi pekerjaan, dan indikasi
permasalahan harga belum dipulihkan dengan
penyetoran ke kas daerah.

Realisasi belanja modal tanah atas ganti rugi lahan
dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan.

Realisasi belanja modal JIJ untuk pembayaran utang
belanja dilakukan tidak didukung dengan pengujian
sesuai dengan spesifikasi hasil pekerjaan dan
direalisasikan melampaui anggaran.

Realisasi belanja modal melebihi realisasi fisik dan tidak
didukung dengan kontrak pekerjaan yang masih berlaku
serta barang hasil pengadaan belum diterima oleh
pemerintah daerah.
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